
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

NOMOR 7 TAHUN 2014 

TENTANG 

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

Menimbang : a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan 
kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan 
hidup di Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan bagian 
integral penyelenggaraan pemerintah daerah; 

b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat 
terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis 
antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha 
dan masyarakat; 

c. bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan 
dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan 
yang lebih luas berperanserta dalam pemberdayaan sosial 
ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala 
aspeknya; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi 
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara­ 
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2687); 
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3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4756); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4967); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

dan 

GUBERNURSULAWESITENGGARA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL 
PERUSAHAAN 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. 
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi 

Tenggara. 
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara Daerah. 
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah 

Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap 
menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan 
lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. 
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6. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum yang didirikan berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan, melakukan kegiatan usaha dengan 
menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/ atau 
jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan. 

7. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan 
organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai 
kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa 
mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku 
organisasi yang bersangkutan. 

8. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, 
kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah 
perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung 
keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan 
mengalami kerusakan fisik dan non fisik. 

9. Forum pelaksana TSP adalah forum yang dibentuk oleh perusahaan untuk 
melaksanakan program TSP yang merupakan wadah komunikasi dan 
koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan 
TSP. 

BAB II 
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 
Asas 

Pasal 2 

Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas: 
a. kepastian hukum; 
b. kepentingan umum; 
c. keterpaduan; 
d. partisipatif dan aspiratif; 
e. keterbukaan; 
f. berkelanjutan; 
g. berwawasan lingkungan; 
h. kemandirian; dan 
1. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

Bagian Kedua 
Maksud 

Pasal 3 

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk: 
a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program 

tanggung jawab social perusahaan di daerah; dan 
b. memberi arahan kepada pelaku usaha dan semua pemangku kepentingan 

di daerah dalam penyelenggaraan TSP di daerah. 
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Bagian Ketiga 
Tujuan 

Pasal 4 

Tujuan TSP adalah: 
a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial termasuk 

lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya; 
b. terpenuhinya penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu 
koordinasi; 

c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha 
dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan secara terpadu dan 
berdaya guna; 

d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan 
pihak-pihak yang tidak berwenang; 

e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan 
dampak positif keberadaan perusahaan; dan 

f. terwujudnya program pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi 
kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP dengan memberi 
penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi. 

BAB Ill 
PRINSIP DAN RUANO LINGKUP 

Bagian Kesatu 
Prinsip 

Pasal 5 

(1) Prinsip Penyelenggaraan TSP meliputi: 
a. kesadaran umum; 
b. kepedulian; 
c. keterpaduan; 
d. kepatuhan hukum dan etika bisnis; 
e. kemandirian; 
f. kepekaan; 
g. keberpihakan; dan 
h. kebijakan yang adil. 

(2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan 
berpedoman pada: 
a. manajemen yang sehat; 
b. profesional; 
c. transparan; 
d. akuntabilitas; 
e. kreatif dan inovatif; 
f. terukur; 
g. program perbaikan berkelanjutan; dan 
h. kebijakan yang adil; 
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Bagian Kedua 
Ruang Lingkup 

Pasal 6 

(1) Ruang lingkup TSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/ atau peningkatan fungsi 
lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis 
kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah. 

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan 
yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas 
kegiatan operasional perusahaan. 

BAB IV 
PROGRAM TSP 

Pasal 7 

(1) Program TSP meliputi: 
a. bina lingkungan dan sosial; 
b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan 
c. program langsung pada masyarakat. 

(2) Program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan 
ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, 
meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh 
keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi­ 
fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan. 

Pasal 8 

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1) huruf a, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi 
lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada 
masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, 
bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi. 

Pasal 9 

(1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, merupakan program untuk menumbuhkan, 
meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah 
sasaran. 

(2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
aspek-aspek kegiatan: 
a. penelitian dan pengkajian kebutuhan; 
b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat; 
c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha; 
d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan; 
e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan 

disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan 
klasifikasi perusahaan; 

f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan 
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g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas. 

Pasal 10 

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dapat berupa: 
a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang 

membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan; 
b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat 

yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai 
pendidikan; 

c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan 
masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha 
skala mikro dan kecil; 

d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa 
kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para 
penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS); 

e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan 
santunan pekerja sosial; dan 

f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet 
nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang 
mempunyai kemampuan khusus. 

BAB VI 
FORUM PELAKSANA DAN FASILITASI PROGRAM TSP 

Pasal 11 

(1) Perusahaan yang melaksanakan program TSP dapat membentuk forum 
pelaksana agar program-program TSP terencana dan terlaksana secara 
terpadu, harmonis dan efisien. 

(2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum pelaksana TSP. 
(3) Pembentukan forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaporkan kepada Pemerintah Daerah. 

Pasal 12 

(1) Untuk memfasilitasi dan mensinergikan pelaksanaan TSP, pemerintah daerah 
dapat membentuk Tim Fasilitasi TSP. 

(2) Struktur dan keanggotaan serta tugas dan fungsi tim fasilitasi TSP ditetapkan 
dengan Keputusan Gubernur. 

Pasal 13 

(1) Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi menyampaikan program 
prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSP kepada 
pelaksana TSP. 

(2) Forum pelaksana TSP 
menyampaikan rencana, 
masing perusahaan yang 

skala 
forum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
pelaksanaan dan evaluasi TSP dari masing­ 

menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah. 
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Pasal 14 

Dalam menyusun perencanaan program TSP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (2), perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat. 

BABV 
PELAKSANAAN TSP 

Pasal 15 

(1) Pelaksana TSP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum. 
(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang 

atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah daerah. 
(3) Perusahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta 

maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang 
menghasilkan barang maupun jasa. 

Pasal 16 

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib: 
a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai 

dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan 
memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan 
yang berlaku; 

b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sstem jejaring 
kerjasama clan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan 
kajian, monitoring clan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan 
memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat 
dan kelestarian lingkungan; dan 

c. menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam 
kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan. 

BAB VI 
PENGHARGAAN 

Pasal 17 

(1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah 
bersungguh-sungguh melaksanakan TSP. 

(2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan 
perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Gubernur. 

BAB VII 
PENYELESAIAN SENGKETA 

Pasal 18 

(1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSP, penyelesaiannya dilakukan 
secara musyawarah mufakat. 

(2) Dalam ha! penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar 
Pengadilan (Non Litigasi). 
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BAB VIII 
SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 19 

Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam ketentuan Pasal 16, 
dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau sanksi administrasi 
lainnya sesuai dengan ketetuan paraturan perundang-undangan. 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 20 

Forum pelaksana TSP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan 
Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai 
Peraturan Daerah ini. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara. 

Ditetapkan di Kendari 
Pada tanggal lo OTO0Er 2014 

� GUBERNUR S WES! TENGGARA, f-- 
,NUR ALAM 

Diundangkan di Kendari 
Pada tanggal Io 0CTo0g, 2014 

-AERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA, 

LUKMAN ABUNAWAS 

LEMBARAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR: T 

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (7 /2014) 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

NOMOR 7 TAHUN 2014 

TENTANG 

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 

I. UMUM 

Peraturan Daerah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas yang memuat ketentuan bahwa perseroan yang 
menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan 
dengan Sumber Daya Alam wajib melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana 
yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang 
pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan 
dan kewajiban. 

Tanggung jawab Sosial Perusahaan adalah suatu konsep bahwa 
organisasi, khususnya perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung 
jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya 
adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan 
lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup 
aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu tanggung jawab 
sosial perusahaan berhubungan erat dengan "pembangunan 
berkelanjutan", dimana suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam 
melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak 
semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat 
keuntungan atau deviden, melainkan juga harus menimbang dampak 
sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk 
jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan 
pengertian tersebut, tanggung jawab sosial perusahaan dapat dikatakan 
sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan 
berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak 
negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku 
kepen tingannya. 

TSP bermanfaat untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun 
dan memperkokoh pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, 
memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, 
TSP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat 
dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta 
mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi Pemerintah Daerah, 
pelaksanaan TSP bermanfaat untuk menimbulkan komitmen bersama 
dan sinkronisasi program-program pemerintah dan pihak swasta agar 
dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka 
percepatan pembangunan. 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukupjelas 



Pasal 2 
Huruf a 
"Kepastian hukum" 
meletakkan hukum 

adalah asas dalam Negara Hukum yang 
dan ketentuan perundang-undangan sebagai 

dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan TSP; 

Huruf b 
"Kepentingan umum" bahwa dalam pelaksanaan TSP mendahulukan 
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan 
selektif; 

Huruf c 
"Keterpaduan" bahwa pelaksanaan dilakukan dengan memadukan 
berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait; 

Huruf d 
"Partisipatif dan aspiratif bahwa setiap anggota masyarakat didorong 
untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan 
pelaksanaan TSP, baik secara langung maupun tidak langsung; 

Huruf e 
"Keterbukaan bahwa terbuka terhadap hak masyarakat untuk 
memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif 
tentang kegiatan pelaksanaan TSP; 

Huruf f 
"Berkelanjutan" bahwa dalam menyelenggarakan tanggung jawab 
sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai 
kemandirian; 

Huruf g 
"Berwawasan lingkungan bahwa pelaksanaan TSP dilakukan dengan 
tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan 
pemeliharaan lingkungan hidup; 

Hurufh 
"Kemandirian bahwa pelaksanaan TSP dilakukan dengan tetap 
mengedepankan potensi daerah demi terwujudnya pertumbuhan 
ekonomi daerah; 

Huruf i 
"Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" bahwa 
pelaksanaan TSP berupaya menjaga keseimbangan pembangunan 
ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional. 

Pasal 3 
Cukup jelas 

Pasal 4 
Cukup jelas 

Pasal 5 
Cukup jelas 

Pasal 6 
Cukup jelas 



Pasal 7 
Cukup jelas 

Pasal 8 
Cukup jelas 

Pasal 9 
Cukup jelas 

Pasal 10 
Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b 
Cukup jelas 

Huruf c 
Cukup jelas 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan "Penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) adalah perorangan, keluarga, dan kelompok 
masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral 
dan material, baik yang berasal dari dalam mapun luar 
dirinya, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk 
memenuhi kebutuhan jasmani, rohani maupun sosial, oleh 
karenanya membutuhkan bantuan orang lain atau 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota untuk memulihkan dan dapat 
melaksanakan fungsi sosialnya. 

PMKS meliputi anak balita terlantar, anak terlantar, anak 
berhadapan dengan hukum, anak yang bermasalah sosial 
psikologis, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, 
korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang 
cacat/penyandang distabilitas, tuna susila, pengemis, 
gelandangan, kelompok minoritas, bekas warga binaan 
lembaga pemasyarakatan, korban penyalahgunaan narkotika, 
psikotropika dan zat adiktiv lainnya, keluarga fakir miskin, 
keluarga berumah tidak layak huni, keluarga bermasalah 
sosial psikologis, komunitas adat, korban bencana alam, 
korban bencana sosial atau pengungsi, pekerja migran 
bermasalah sosial, orang dengan HIV/ AIDS, keluarga rentan, 
dan korban perdagangan orang (trafficking). 

Huruf e 
Cukup jelas 

Huruf f 
Cukup jelas 

Pasal 11 
Cukup jelas 

Pasal 12 
Cukup jelas 



Pasal 13 
Cukup jelas 

Pasal 14 
Cukup jelas 

Pasal 15 
Cukup jelas 

Pasal 16 
Cukup jelas 

Pasal 17 
Cukup jelas 

Pasal 18 
Cukup jelas 

Pasal 19 
Cukup jelas 

Pasal 20 
Cukup jelas 

Pasal 21 
Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA NOMOR: 


